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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
kebijakan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Penjabat
Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);



Menetapkan:
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 11),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3,) ayat (4), ayat (5) dan ayat (11)
dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi:

(1)
(2)
3)
(4)
()
(6)
(7)

(8)

9

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa berhenti, BPD melaporkan

kepada Bupati melalui Camat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Camat

mengusulkan penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri

Sipil kepada Bupati.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa disahkan dengan

Keputusan Bupati.

Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat

yang ditunjuk.

Sebelum memangku jabatannya Penjabat Kepala Desa

bersumpah/berjanji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa

saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala

Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan

seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai

dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan

kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan

selurus-lurusnya yang berlaku Bagi Desa, daerah dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Susunan acara  pelantikan penjabat Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Pengangkatan penjabat Kepala Desa;

b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk;

c. penandatanganan  berita acara pengambilan
sumpah/ janji;

d. kata pelantikanoleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk;

e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk;

f. pembacaan Amanat Bupati; dan

g. pembacaan doa.

(10) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang,

dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
Kepala Desa.

(11) dihapus.



(12) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak
tanggal pelantikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa
jabatan yang sama.

(13) Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap
kinerja Penjabat Kepala Desa.

(14) Dalam hal Penjabat Kepala Desa melakukan
pelanggaran terhadap larangan dan/atau kewajiban
Kepala Desa, setelah diberikan teguran lisan dan/atau
tertulis oleh Camat namun tidak melaksanakannya,
maka dilakukan pemberhentian terhadap Penjabat
Kepala Desa tersebut, untuk dilakukan penggantian
jika masih diperlukan adanya Penjabat Kepala Desa.

(15) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
dapat dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi disiplin
Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penjabat
Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari
tugas pokok dan fungsi jabatan definitifnya berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (11) Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa, dikembalikan ke dalam jabatan semula dan
tetap menjalankan tugasnya selaku Penjabat Kepala Desa
sampai dengan berakhirnya masa penugasan.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
= 3

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 Juli = 2025

)

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 18



